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Assalamualaikum warahmatulahi wabarakatu, om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan, salve, shalom.  
Pada tempat pertama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya menyampaikan kuliah umum pada kesempatan yang sangat bermartabat, di momen perayaan hari ulang tahun ke-13 (LPSK) RI sekarang ini. Saya menyampaikan banyak salam dari komunitas kami di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Salam hormat dan kasih dari kawan2 saya di Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) dan Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT). Teriring apresiasi kami yang tulus untuk kerja-kerja penting LPSK yang telah dirasakan dalam masyarakat di tempat kami, terutama untuk para korban tindak pidana perdagangan orang dan pelanggaran HAM berat 1965/1966 di NTT. 
Bagi kami, 13 tahun LPSK melayani keadilan dan perlindungan bagi kelompok rentan di negeri ini, sejatinya menandai kedewasaan berdemokrasi di republik tercinta, sekaligus mewujudkan komitmen pengakuan negara terhadap hak2 asasi manusia dalam bangsa ini. Di perayaan hari ini, kita menyukuri kerja2 LPSK sebagai wujud upaya negara mewujudkan komitmen keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana Sila Kelima Pancasila, dasar negara kita. Hanya jika keadilan sosial sungguh2 ditegakkan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk bagi para korban tindak pidana dan pelanggaran HAM, bangsa ini dapat teguh berdiri, berdaulat dan bermartabat. UU no. 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberi amanat yang jelas mengenai hal itu.  
Saya diminta berbicara 15 menit untuk beberapa hal terkait “Program Perlindungan Saksi dan Korban Berbasis Komunitas dalam Perspektif Civil Society”. Sebagai anggota dari sebuah lembaga agama di Nusa Tenggara Timur, sekaligus sebagai yang pernah mengkoordinir organisasi non-pemerintah yang bergerak untuk pendampingan para korban, saya ingin menggaris-bawahi hal-hal apa saja yang dapat dilakukan masyarakat sipil dalam pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana. 

Namun sebelum itu, perlu jelas bagi kita apa yang kita maksudkan dengan korban dan saksi dalam ceramah ini. Saya memahami korban sebagai individu atau kelompok orang yang menderita karena kekerasan atau pelanggaran HAM yg dilakukan terhadap mereka, baik oleh individu lain, kelompok tertentu dalam masyarakat, maupun oleh negara. Korban dapat kita bedakan lagi atas korban langsung dan tak langsung. Korban langsung adalah mereka yang langsung mengalami tindak kekerasan dan pelanggaran HAM. Dalam kasus 65/66 yang kami dampingi, misalnya, para korban adalah mereka yang diburu, disiksa, ditangkap, diasingkan, mengalami pelecehan seksual, digunduli, mengalami stigma dan diskriminasi dari komunitasnya hampir seumur hidup. Untuk tindak pidana perdagangan orang, para korban adalah mereka yang ditipu, direkrut dari kampung-kampung dengan iming-iming bekerja di luar daerah atau luar negeri dengan gaji besar, dipalsukan identitasnya, diperbudak, tidak mendapat gaji,  mengalami kekerasan fisik, seksual, bekerja melewati jam kerja, tidak diberi makan, tidak mendapat akses layanan kesehatan, bahkan pulang dalam keadaan tak bernyawa, yang jenasahnya kami jemput dalam peti-peti mati, yang mengalir hampir setiap hari ke bandara El Tari Kupang. Sedangkan korban tak langsung adalah anggota keluarga mereka yang terkena dampak dari peristiwa kekerasan atau pelanggaran HAM yang dialami korban. 
Beberapa tahun terakhir ini, saudara2, lembaga kami bekerja sama dengan LPSK di NTT. Kami mencatat bahwa masyarakat sipil dapat melakukan beberapa hal untuk turut mengemban amanat UU no. 13/2006. Hal pertama yang kami catat adalah peran pendampingan korban dan atau keluarganya. Dalam pengalaman bekerja bersama dengan LPSK, kami melihat sejumlah hal yang menyebabkan keterbatasan layanan LPSK. Jumlah staf yg terbatas dan minismnya ketersediaan anggaran, serta begitu luasnya wilayah negara kita dengan konteks kepulauan. Dalam konteks demikian, peran masyarakat sipil menjadi penting, khususnya dalam pendampingan korban dan sekaligus sebagai penghubung korban dengan LPSK. 
Peran penting lain yang perlu dilakukan oleh masyarakat sipil adalah penyediaan data. Kelompok-kelompok masyarakat sipil yang berkompeten, sangat penting terlibat untuk menyediakan data yang dibutuhkan melalui riset dan publikasi. Kami belajar misalnya dengan penelitian yang dilakukan terkait pelanggaran HAM berat masa lalu di NTT oleh lembaga kami, JPIT. Riset itu memungkinkan teridentifikasinya para korban. Tanpa adanya riset dan publikasi terkait 65 di NTT, banyak orang berpikir korban tragedi itu hanya ada di Pulau Jawa dan Bali. Peran masyarakat sipil menjadi penting di sini untuk mengartikulasikan “the voice of the voiceless”, melalui riset dan publikasi.  
Hal berikut yang dapat dilakukan masyarakat sipil adalah memfasilitasi korban untuk akses layanan publik, seperti layanan hukum, kesehatan, ekonomi, psikososial, dsb. Berbasis data yang baik, masyarakat sipil dapat bekerja sama dengan Komnas HAM maupun LPSK dan lembaga-lembaga terkait untuk mendampingi korban mendapatkan pelayanan publik yang dibutuhkan. Fungsi utama masyarakat sipil di sini adalah untuk pendampingan/ accompany-ment. Subyek utama haruslah para korban sendiri. Peran pendampingan adalah untuk memperkuat rasa percaya diri dan keberanian para korban utk self determination,  menyuarakan aspirasi mereka. 
Masih terkait dengan peran masyarakat sipil, kami mencatat pentingnya peran pendidikan publik tentang hak-hak saksi dan korban. Kita masih hidup dalam masyarakat di mana hak korban belum sungguh-sungguh dipahami dan dihargai oleh semua masyarakat. Karena itu penting sekali ada pendidikan publik terkait hak-hak saksi dan korban, sehingga kita benar-benar mendorong tegaknya keadilan sosial, terutama keadilan bagi korban dalam bangsa ini. Kami mengalami bahwa terutama terkait pelanggaran HAM berat masa lalu, seperti peristiwa 1965/66, stigma dan diskriminasi masih begitu kuat. Sehingga pendidikan publik untuk penghargaan HAM, terutama hak asasi korban sangat penting. 
Selanjutnya mengenai peran strategis negara dalam memposisikan korban kejahatan. Kami melihat sangat pentingnya pengakuan negara terhadap kejahatan yang dialami korban. Hal ini perlu sebagai basis kebijakan perlindungan terhadap korban. Dalam kasus 65/66, sekali lagi misalnya, para korban pelanggaran HAM masa lalu itu dalam banyak pandangan masyarakat, masih dilihat justeru sebagai pelaku kejahatan terhadap negara. Maka di sini pengakuan terbuka negara mengenai pelanggaran HAM yang mereka alami menjadi penting. Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Komnas HAM dan LPSK sejauh ini. Upaya restitusi dan rehabilitasi korban yang dilakukan telah mampu menunjukkan tanggung jawab negara kepada mereka. 
Namun untuk penguatan demokrasi bangsa dan pemulihan bangsa ini dari trauma kolektif tragedy 65/66, pengakuan oleh negara mengenai pelanggaran HAM berat yang dialami para korban sangat penting. Karena itu dorongan-dorongan untuk adanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi penting untuk diwujudkan. Supaya dengan begitu kita belajar dari kesalahan masa lalu untuk mencegah keberulangannya di masa depan.  
Sedangkan jika kita berbicara mengenai peran strategis masyarakat sipil, maka peran pengorganisasian dan pendampingan korban seperti yang saya sebutkan sebelumnya penting utk terus dilakukan. 

Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki LPSK sejauh ini, sangat penting LPSK terus didukung oleh mitra-mitranya di ranah civil society, selain mitra-mitra di ranah state/negara. Sembari mendorong penguatan kapasitas LPSK melalui penambahan jumlah staf dengan kapasitas yang dibutuhkan dan penambahan anggaran sebagai bukti keseriusan negara melindungi hak-hak korban, kemitraan dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil perlu terus diperluas dan diperkuat. 

Dalam kerja sama itu, perlu ada spirit saling mendukung peran masing-masing. Penerima mandat utama dari negara untuk perlindungan korban dan saksi adalah LPSK. Peran para mitra di masyarakat sipil adalah untuk mendukung pelaksanaan amanat tersebut. Mekanisme kerja sama yang jelas antara LPSK dan mitra2 masyarakat sipil perlu disepakati. Salah satu cara yang dapat ditempuh misalnya dengan nota kesepahaman dan nota kesepakatan. Hal ini juga penting, untuk selain menghargai peran masyarakat sipil, sekaligus melindungi para aktifis HAM ini dari berbagai bentuk kriminalisasi karena peran-peran mereka seringkali beresiko. 
Poin terakhir saya sekarang adalah mengenai penguatan akses menuju keadilan dalam Program Perlindungan Berbasis Komunitas. Kami melihat masih sangat pentingnya sosialisasi tentang LPSK tidak saja kepada masyarakat, bahkan juga kepada berbagai institusi negara, terutama di daerah. Masih banyak pemerintah daerah dan institusi pemerintahan dan layanan publik yang belum mengerti siapa itu LPSK dan apa yang menjadi tugasnya. Sosialisasi sekali lagi sangat penting, 

Kami juga mencatat perlunya desentralisasi layanan LPSK hingga ke daerah. Indonesia begitu luas, dan adanya kantor-kantor LPSK di daerah dapat menolong makin maksimalnya tugas2 lembaga ini. Pengalaman kami dalam beberapa kegiatan kerja sama dengan LPSK, pendampingan yang dilakukan dari Jakarta itu cukup memakan waktu dan biaya. Dan karena itu sangat penting adanya desentralisasi struktur dan layanan LPSK di daerah.  
Saudara2ku, sebagai penutup. Kondisi ideal untuk pemulihan dan perlindungan hak-hak saksi dan korban di Indonesia masih jauh. Namun kita bersyukur, Indonesia telah memulainya. Semangat Reformasi di negeri ini, paska Orde Baru, telah memberikan kita angin segar untuk perjuangan kemanusiaan yg adil dan beradab dan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetap semangat rekan2 di LPSK. Untuk pimpinan LPSK dan semua staf, sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang tulus untuk terus berdedikasi bagi pemenuhan hak-hak saksi dan korban, termasuk di masa2 sulit pandemi sekarang ini. 
Karya ibu bapak seringkali jauh dari sorotan kamera, jarang terpampang di media. Namun ketahuilah kerja-kerja besar pemulihan korban itu ,terpatri di hati para korban, dan sedang menjadi seperti air segar yang menyirami tumbuhnya kehidupan berdemokrasi yang kuat, bagi masa depan Indonesia yang makin adil dan beradab. Kalau kita tekun menjaga keberlangsungan kerja-kerja bermartabat ini, 50 tahun lagi, mungkin kita sudah tiada, namun anak-anak bangsa ini, akan mengingat kita dengan penuh syukur. Untuk nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, perdamaian, yang kita wariskan melalui kerja-kerja kita bagi hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan sosal. Selamat ulang tahun LPSK. Tuhan memberkati.
Assalamualaikum warahmatulahi wabarakatu, santi santi santi om, namo budaya, salam kebajikan, salve, shalom. 
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